Menimbang

Mengingat

BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR J&4 TAHUN 7020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
berjalan secara efektif, efisien, terukur dan konsisten, perlu
disusun Road Map Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan huraf D Bab [l Peraturan
Menteri Pendayapunasn Aparatur Negara dan Reformas
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Relormasi Birckrasi
Pemerintah Daerah, Dokumen Road Map yang telah disusuh,
digjukan kepada pimpinan daesrah untuk ditetapkan dalam
bentuk Peraturan pimpinan daerah;

c. bahwa sesual dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 22 Desember
2021 Perthal Mohon Asman Konsep Peraturan Bupali Kendal
Tahun 2022 tentang Read Map Reformasi Birokras
Kabupaten Kendal 2021-2026, maka Peraturan Bupati Kendal
Momor 42 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2019-2023 sudah tidak
sesuail dengan kondisi sekarang sehingga perlu diganti;

d, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu menetapkan
Peratutran Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat/ 1l
Batang dengan mengubah Undang-Undang MNomor L3 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1930 tentang
Penetapan Mulai  Berlakunyva Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
[stimewa Yogyvakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1975 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079},

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi  Birokrasi 2010-2025 (Berita Negata
Republik Indonesia Nomor 473); '

Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penvusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1538);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2020 Tentang Road Map Relormasi Birokrasi 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembarsdan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159 scbagaimana teldh
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerdh
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomorn &
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 219);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214,
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Menetapkan

MEMUTUSKAN !

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRAS]I PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-
2026.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pa=zal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1,
2,

1y

(1)
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Dacrah adalah Kabupaten Kendal.

Pemerintahh  Daerah  adalah  Bupati  sebagal unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah  yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yvang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupat adalah Bupat Kendal.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DFRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah,

Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi
dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan
terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret,
realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang
ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa,

Read Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang
menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional
Grand Design  Relormasi  Birokrasi yang disusun  dan
dilakukan 5 {lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci
pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap
selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun
vang jelas.

Quick Wins vaitu suatu langkah inisiatil yang mudah dan
cepat dicapal yang mengawall suatu program besar dan sulit
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB I
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal
Tahun 2021-2026 digunakan sebagal dasar atau acuan
pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemernintah
Daerah Kabupaten Kendal.

Road Mop Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen
perencanaan dan acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bag
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Periode
Tahun 2021-2026.



BAB il
SISTEMATIKA ROAD MAF REFORMASI BIROKRAS!
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026

Pasal 3

(1} Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal
Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika scbaga

berikut:

BABI : Pendahuluan.

BAB Il : Ewvaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformagi
Birolkrasi.

BAB Il : Analisis Lingkungan Strategis.

BAB IV : Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi 2021-2026,

BABY : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birockrasi
2021-2026.

BAB V] : Penutup.

[2) Read Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal
Tahun 2021-2026 secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagan bdak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Paszal 4

Pacda saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2019-
2023 (Berita Daerah Eabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 42)
dicabut dan dinvatakan tidak betlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan.

Apar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benla

Daerah
Ditetapkan di Kendal |
pada tanggal | Api| =22
BUPATLEKENDAL,
cap ttd
_,..r"' DICO M GANINDUTO
Diundangkan di I{endal
& uai dengan aslinya,
pada tanggal \» Oped ed -'.;r-, HEPE!\B&GMN HUKUM
Pi. SEKRETARIS DAERAH f : SETE'#_.'K.H‘EUFATEH KENDAL,
KABUPATRM KENDRAL DA }

cap ttd _."' - NURE LS. H., MH.

SUGTQNU P-En‘fbma Tk 1
H’lF I‘J'?'DCIE 15 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 22




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR .2 TAHUN 2022

TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRAS! PEMERINTAH KABUPATEN
KENDAL TAHUN 2021-2026

BAB |
PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang periu dipenuhi
dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata
kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional.
Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan
program-program  pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola
pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan
nasional. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang
efektif, pemerintah peru untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola
Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami
dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepantingan.
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah talah mengeluarkan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi
Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-
2019, dan 2020-2024.

Gambar 1.
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
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Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga
atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birckrasi Nasional. Pada tahap akhir
ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang
berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal,
yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin
efektif dan efisien.

Periodisasi perjalanan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemenntah
Kabupaten Kendal tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu
administrasi dan tata kelola pemerntahan yang berkembang di Indonesia.
Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan mencan
paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum,
penyelenggaraan Pemernintahan Kabupaten Kendal mengarah pada praktik
paradigma New Pubfic Managemeni, yang ditunjukkan dengan upaya
menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yeng beronentasi pada
hasil, serta New Fublic Service (Govemance) yang ditunjukkan dengan
keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti
masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa. Meskipun demikian, pada
beberapa kondisi Pemerintah Kabupaten Kendal masih menerapkan beberapa
praktik birokrasi weberian, khususnya dalam mengelola pelayanan yang
bersifat strategis dan terkait dengan kemandinan daerah. Oleh karenanya
dapat disimpulkan bahwa saat ini Birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal ketiga paradigma berjalan secara paralel dan digunakan
secara kontekstual sesuai dengan kebutuhannya. Tentunya, apapun paradigma
yang digunakan, hasil yang ingin diwujudkan adalah Birokrasi yang berkelas
dunia.

Road Map ini disusun untuk membantu menjabarkan Visi dan Misi
Bupati Kendal terpiih sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal periode
2021-2026 sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan
Perangkat Daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejalan dengan sasaran
strategis masing-masing. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi
adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga
dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari
praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga
sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi, Hal inl jelas sesuai dengan
Visi Daerah yaitu : “KENDAL, HANDAL, UNGGUL, MAKMUR DAN
BERKEADILAN".
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Bahwa pelayanan publik yang prima serta birokrasi akuntabel, efekfif
dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi. Reformasi
Birokrasi juga medorong terbentuknya Perangkat Daerah yang keberadaannya
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat
yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak Pemerintah Daerah untuk
terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindse! dan
culture  set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan
performa/kinerjanya. Tidak hanya itu, sesuai arahan Presiden Rl Joko Widodo
juga menekankan birokrasi juga harus lebih lincah, sederhana, adaptif dan
inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Berbagai arahan
Presiden tersebut menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi harus dibangun
secara sistematis dan berkelanjutan. Reformasi Birokrasi harus disadan dan
dibangun bersama oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, tanpa kecuali
dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju.

Dalam Road Map - Reformasi Birokrasi Ini, asas yang akan
dikedepankan adalah Fokus dan Priortas. Fokus berarti bahwa upaya
Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola
pemerintahan. Prioritas berarti setiap Perangkat Daerah akan memilih prioritas
perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan
tantangan yang dihadap Perangkat Daerah. Selan itu, guna meningkatkan
kualitas Road Map ini dibandingkan dengan Road Map sebelumnya, terdapat
setidaknya tiga hal yang diperbaharui. Pettama, Road Map ini lebih
menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan
formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang
sebenarnya terjadi di lapangan. Kedua, program dan kegiatan didesain agar
dapat diimplementasikan sampai dengan Perangkat Daerah dan UPTD. Hal
ini dilakukan agar Reformasi Birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan
paling terendah dari pemerintah daerah. Ketiga, analisis dilakukan secara
lebih holistik, komprehensif, dan antsipatif sehingga didapatkan potret
kemaijuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang lebih utuh.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan tentang "Evaluasi atas
Capaian Reformasi Birokrasi 5 Tahun Terakhir” serta "Analisis atas Lingkungan
Strategis”. Kedua pembahasan tersebut menjadi dasar bag penetapan
Sasaran Reformasi Birokrasi, upaya yang periu dilakukan, serta manajemen
atau pengelolaan Reformasi Birokrasi,
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Gambar 2.
KERANGKA PIKIR DAN KETERKAITAN ANTAR BAGIAN
ROAD MAP — RB 2021-2026

EVALUASI PELAKSANAAN REFORMAS] ANALISTS LINGKUNGAN STRATEGIS
BIROKRASI 2019-2023 (UPAYA) + REFORMAS! BIROKRAS! (LINGEUNGAN RE)
(HASIL,/DAMPAK) + [ISU STRATEGIS)
BAB II BAB III

= =

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
2021-2026
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| UKURAN KEBERHASILAN ! KEGIATAN DAN UPAYA |
REFORMASI BIROKRAS REFORMASI BIROKRAS]

207 1-2026 2021-2026 :

MANAJEMEN PELAK SANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026
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BAB Y
ORGANISAS| PENGELOLA REFORMASI BIROKRAS
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Selain itu, pada Road Map ini tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang
ditetapkan didapatkan dari proses berpikir logis yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan dengan berdasarkan dua pertimbangan yang sudah
disebutkan sebelumnya (evaluasi pencapaian Reformasi Birokrasi 2019-2023
dan Analisis Lingkungan Strategis). Strategi pelaksanaan Reformas Birokrasi
juga diformulasikan secara lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di
lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak.
Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan
dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun
secara horizontal yaitu melibatkan banyak perangkat daerah terkait, dan unsur di
juar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan politisi.
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Gambar 3.
HAL-HAL BARU PADA ROAD MAP — RB 2021-2026
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BAB I

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada periode 2018-2023
telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola
pemerintahan. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah dipotret
ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan Road Map
— Reformasi Birokrasi periode selanjutnya. Aspek yang ditinjau diantaranya
kebijakan Reformasi Birokrasi, area perubahan sebagai komponen pengungkit
program Reformasi Birokrasi, implementasi program Reformasi Birokrasi di
Pemerintan Kabupaten Kendal, serta ketercapaian sasaran melalui indikator
atau alat ukur masing-masing.

A.  KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Dinamika pelaksanaan dan capaian program Reformasi Birokrasi
menjadi pertimbangan dalam perbaikan beberapa kebijakan umum
Reformasi Birokrasi. Salah satu isu yang sering muncul dari pelaksanaan
evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu terkait dengan sinkronisasi aturan
di tingkal pusat dan daerah.

Kebijakan yang tertera dalam Road Map ini bersifat sebagai
panduan umum dalam rangka menyediakan sebuah indikator yang
minimum perlu dicapai oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah.
Aspek ini menjadi pertimbangan mengingat kemampuan masing-masing
perangkat daerah tidak sama sehingga periu penyesuaian target capaian
Reformasi Birokrasi. Lebih dar  itu, sinkronisasi kebijakan,
kontekstualisasi bagi kebutuhan pengguna, pengelolaan pengetahuan
berbasis wirlue yang mapan, Sserta pengarusutamaan inovasi
merupakan komponen resep perubahan tata kelola pemerintahan yang
diperlukan bagi menyiapkan pemerintah dan masyarakat menjalani era
digital, Revolusi Industri 4.0.

Dalam Road Map ini terdapat indikator yang akan disinkronkan
dengan RPJMD 2021-2026 dan target capaian dari setiap sasaran
Reformasi Birokrasi. Indikator yang disusun juga mempertimbangkan
hasil evaluasi indeks Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan.
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B. AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi telah menetapkan delapan area perubahan yang tertera dalam
Road Map — Reformasi Birokrasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, kedelapan area tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Kendal
dinilai masih relevan untuk dijalankan. Namun demikian, dalam rangka
menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasl,
Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan klasterisasifregrouping area
berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Harapannya, dalam Road Map
baru ini tidak akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan output dar
masing-masing area. Selain isu klasterisasi/regrouping area perubahan,
muncul usulan dari Perangkat Daerah untuk diberi keleluasaan dalam
memprioritaskan program Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebutuhan
di Perangkat Daerah masing-masing. Berdasarkan prioritas, delapan area
perubahan dapat menjadi semacam “list of priorly” yang masing-masing
Perangkat Daerah diben keleluasaan untuk menentukan fokus prioritas
dan kemudian menyusun program yang relevan. Dengan demikian, area
perubahan tersebut lebih dipandang sebagai sebuah model atau pola
yang pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-
masing Perangkat Daerah. Area Reformasi Birokrasi dan filosofi dibalik
desain Reformasi Birokrasi tersebut dapat dievaluasi melalui umpan-balik
hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini terdapat
delapan area perubahaan dalam Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus
pembangunan antara lain sebagai berikut:.

Gambar 4.
AREA PERUBAHAN
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C. IMPLEMENTASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASH

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas
nasional sejak dikeluarkannya Grand Design Reformasi Birokrasl pada
tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum
Reformasi  Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan
tantangan, bailk yang berasal dari internal maupun eksternal
pemerintah daerah. Hingga saat ini, beberapa Perangkat Daerah belum
menjalankan agenda Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi atas
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya di tingkat Perangkat Daerah,
ditemukan bahwa berbagai program Reformasi Birokrasi minim value
karena para Aparatur di Perangkat Daerah tidak memahami filosofi
program yang bersangkutan. Program seringkali diadopsi dari daerah
lain yang dianggap berhasil, meskipun secara kontekstual tidak sesuai
dengan kebutuhan daerah yang mengadopsi program tersebut. Hal ini
terjadi karena penyusunan dan pelaksanaan berbagai program reformasi
yang dilakukan oleh pemerintah daerah ditujukan hanya sekedar untuk
memenuhi  indikator evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun tidak
menjawab permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal
birokrasi. Melihat kondisi ini, "demand-based reformiperiu menjadi fokus
pemerintah daerah dan Perangkat Daerah ke depan. FProses
pembelajaran dalam transfer kebijakan dan kementerian/lembagal
pemerintah daerah lain yang dianggap relatf berhasil dalam
implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi mutlak diperlukan, Tidak
hanya ini perlu diusahakan dalam meningkatkan adaptasi kontekstual
masing-masing Perangkat Daerah tetapi juga menciptakan value baru
yang mendukung internalisasi perubahan mind-set dan cuffure-set-nya.
Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa dar kedelapan area
perubahan dan indikator yang ada di dalamnya, hasil evaluasi
menunjukkan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja diusulkan menjadi
target yang diprioritaskan, dengan alasan bahwa akuntabilitas kinerja
menjadi pengungkit bagi indikator yang lain. Upaya pencapaian indikator
tersebut diharapkan menjadi pencapaian indikator lainnya. Adapun
berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan
berbagai program Reformasi Birokrasi dapat tergambar melalui hasil
evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
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8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menten

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah. Dalam melakukan penilaian perkembangan Reformasi

Birckrasi cakupan penilaian dilakukan pada pada upaya dan hasil. Upaya-

upaya yang dilakukan antara lain:

1. Perubahan Mindsef dan Budaya Kinerja di lingkungan Pemerintan
Kabupaten Kendal dalam mendorong untuk melakukan
internalisasi atas perubahan pola pikir, maka diperlukan suatu
perubahan peraturan untuk mengganti paradigma yang lama.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Momeor 5 Tahun 2014
tentang ASN. Telah dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar
lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari Intervensi
politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta
mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas
untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagal
unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu,
undang-undang ini mendorong peningkatkan kualitas manajemen
aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi dan kinera mulai dan proses
rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan,
promosi, rotasi, dan karir,

2. Deregulasi Kebijakan.

Dalam Road Map ini deregulasi kebijakan juga dimaksudkan
dengan penyederhanaan peraturan. Pemerintah Kabupaten
Kendal mesti menyesuaikan dengan kebijakan Pemenntah dalam
penyusunan regulasi baik peraturan daerah maupun peraturan
bupati dalam rangka mempearcapat pemberian pelayanan, Secara
nyata, Pemerintah Kabupaten Kendal telah melakukan penataan
peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan
kemudahan perijinan investasi di Kendal.

3 Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalul pengkajian yang
matang guna mendapatkan bentuk Perangkat Daerah yang efertif,
efisien dan tepat fungsi. Penyederhanaan Birokrasi secara
Substansial, tidak hanya terbatas pada strukiur, tetapi juga aspek
kultur dan inovasi kerja. Penyederhanaan Birokrasi pada
Pemerintah Kabupaten Kendal dilakukan pada Jabatan

Rood Map Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 e |



Pengawas (Eselon V) untuk menghadirkan pelayanan publik
yang terukur dan mampu mewujudkan efesiensi dan efektifitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyederhanaarn
birokrasi pada Jabatan Pengawas (Eselon V) di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan kebijakan,

tidak dilakukan terhadap:

a. Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala
Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggungjawab
dalam penggunaan anggaran atau pengguna barangfjasa,

b. Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaiian
dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan,
persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan; dan

¢, Jabatan yang memiliki kriteria dan syarat lain yang bersifat
khusus berdasarkan usulan masing-masing Pemerintah
Kabupaten Kendal

4, Perbaikan Tata Laksana.

Telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk

mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang

terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah

Arsitekiur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam

pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi

dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara
nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh Pemerintah

Daerah wajib mensrapkan SPBE. Dengan melakukan

penerapan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah

Daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan

infrastruktur  SPBE sehingga dapat meminimalisic duplikasi

pengembangan/pembangunan SPBE  dan mengurangi
pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak
pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik,
peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel,
5. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur.
Pemerintah Kabupaten Kendal dituntut untuk melaksanakan merit
system sehingga tercipta ASN yang professional, berintegritas
L s
- |
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dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhanformasi
jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi gesuai dengan peta
jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dirmulai
dari perbaikan sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis
kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu
kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan
tidak dipungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin
objektif, transparan dan akuntabel. Karena hasil seleksi dapat
diketahui secara langsung (real time) tanpa perlu menunggu lama
(hasil ujian akan langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian).
Sejak pengadaan CPNS tahun 2017, seluruh instansi baik Pusat
maupun Daerah telah menggunakan sistem CAT dalam
pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Sehingga nantinya
akan di dapat ASN yang benar-benar kompeten dan sesuai
dengan kebutuhan instansi. Kriteria penetapan dan kebutuhan
ASN serta pelaksanaan seleksi ASN diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, begitu juga dengan penentuan kelulusan peserta seleksi
yang berdasarkan nilai ambang batas (passing grade) yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi. Bagi pesera seleksi CPNS yang
memenuhi nilai ambang batas kelulusan/passing grade akan
diambil  kelipatan tiga besar  berdasarkan  alokasi
kebutuhanfformasi masing-masing jabatan untuk mengikuti Seleksi
Kompentensi Bidang (SKB). Tahap akhir penilaian akan dilakukan
integrasi nilai SKD dan SKB untuk menentukan peserta yang
berhak dinyatakan lulus akhir seleksi CPNS. Hal ini mengingat
bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
bersih, kompeten, dan melayani, setiap Aparatur Sipil Negara
(ASN) wajib memiliki standar nilai kompetensi dasar bagl Pegawai
Negeri Sipil serta standar nilai kompetensi teknis, manajerial dan
sosio kultural {bagi PPPK) agar sesuai dengan tuntutan jabatan
dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan
pelayan masyarakat,

L
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Upaya lain yang telah dilakukan dalam mendorong
terciptanya ASN unggul dan berdaya saing tinggi adalah
diterapkannya Talent Pool ASN Nasional sebagai dasar
pengembangan karier ASN yang ftransparan, kompetitif dan
berbasis merit, Talent Pool ASN diharapkan dapat mewujudkan
sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN melalui penerapan sistem
promosi terbuka, transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan
kinerja. Selain itu, penataan sumber daya manusia aparatur juga
diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian
kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang
efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja,
penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi
berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci
didalamnya.

Dalam pengembangan SDM aparatur yang terarah dan
berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah
dilakukan penyusunan analisis kebutuhan diklat pada seluruh
Perangkat Daerah. Pelaksanaan dari kegiatan ini yaitu dengan
aktif mengikutkan seminar, workshop, pelatihan pengembangan
dan bimbingan teknis seperti bimbingan teknis Penyusunan Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kendal terus menerus mendorong
penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIF) di seluruh
perangkat daerah. Hal ini sesual dengan perintah presiden
dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan
efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN/APBD yang fokus
dan tepat sasaran. Hasil darl implementasi SAKIP ini adalah
menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan
pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.



Tabel 1
HASIL PENYELENGGARAAN SAKIP

Nilai
No., KOMPONEN (Tahun)
YANG 2017 2018 | 2019 2020
1. [ Perencanaan Kinerjia | 1865 | 22,11 | 2219 | 2252
2. | Pengukuran Kinerja 12,60 13,63 14,75 14,97
3. | Pelaporan Kinerja 563 | 937 | 9488 10,27
4. | Evaluasi Internal 466 531 | 6,08 6,68
5. | Capaian Kinerja 11,85 10,97 | 11868 11,87
6. | Nilai Hasil Evaluasi 53,19 61,39 64,55 66,31
Tingkat Akuntabilitas - cc B B 8
Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIF), dapat dipahami
bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal dapat dikatakan
semakin meningkat dari tahun ke tahun.

i Penguatan Pengawasan,

Percapatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada tantangan
luasnya wilayah Kabupaten Kendal, banyaknya Perangkat
Daerah dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan
strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang masif dan memiliki
dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Zona
Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi
melalui pencanangan pembangunan Perangkal Daerah
percontohan (role model) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Perangkat Daerah percontohan pelayanan yang prima atau
Wilayah Birokrasi Bersin dan Melayani (WBEBM) Fokus
pembangunan Z| adalah pada Perangkat Daerah yang mampu
membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima
sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Proses pembangunan menuju WEBK dan WBEM telah diusulkan
Badan HKeuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependukan dan Pencatatan
Sipil dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Scewondo. Hasil
evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB baru
menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr, H. Soewondo sebagai
WEBEK. Oleh karena itu, pembangunan Zona Integritas merupakan
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program Quick wins dalam rangka penyelenggaraan Reformasi
Birokrasi.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008
tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua
penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan
yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan
pelayanan prima. Pelayanan prima membenkan jaminan atas
terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagal
pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh
semua  perangkat daerah. Salah satu bukti terjadinya
peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin
bailknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan
publik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan bimbingan
dan pendampingan terkait bidang pelayanan publik yang dilakukan
oleh Sekretariat Daerah kepada Perangkat Daerah. Selain itu, bukti
terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari
pengukuran indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi
penyeleggaraan pelayanan publik yang dilakukan, dimana ada 6
aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks yaitu pemenuhan
Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan
dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan Profesionalisme
SOM, peningkatan kualtas Sarana dan Prasarana, pemanfaatan
Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi
dan pengaduan (termasuk penerapan LAPORI), sera
penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik, berlomba-lomba
dipenuhi oleh unit layanan yang dievaluasi.

Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal tercermin dari hasil survei kepuasan
masyarakat. Hasil survei pada tahun 2020 menunjukkan persepsi
masyarakat atas kualitas pelayanan publik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal dengan nilai sebesar 85,52 dan
masuk pada kategon mutu pelayanan BAIK (B). Nilai tersebut
mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan hasil sUrvei
tahun 2019 yang nilainya hanya sebesar 82,09.

Berikut tren positif indeks pelayanan publik yang merupakan
hasil dari evaluasi pelayanan publik sebagai berkut:
e
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Tabel 2.
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

No. Tahun Nilai SKM i Kategori
1 2016 75,03 BAIK |
2 2017 74,97 KURANG BAIK
| 3 2018 | 81,05 " BAIK
4 2019 82,09 i BAIK
5 1 2020 85,52 BAIK |

Pemerintah Kabupaten Kendal juga mendorong partisipasi
masyarakat dalam perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik

Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (SP4N-LAPOR!), masyarakat dapat memberikan aduan,
masukan ataupun apresiasi atas pelayanan publik. Sampai
tahun 2020 SP4N-LAPOR telah terhubung dengan Kementerian
PAN dan RB. Sejumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2020
telah ditindakianjuti 100%. Bukti lain dari terjadinya peningkatan
kualitas pelayanan publik adalah Kendal mendapatkan

penghargaan TOP 25 Masional dalam pengelolaan SPAN-
LAPOR. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
secara signifikan telah menunjukkan wujud dari semangat dan
pemikiran kreatif peyelenggaraan untuk memberikan pelayanan

yang lebih baik dengan Indeks SPBE 3,B4. Penyelenggaraan
pelayanan publik juga akan dilaksanakan secara terpadu dan
terintegrasi antara pelayanan pusat dan pelayanan daerah dalam
satu gedung pelayanan melalui pembangunan Mal Pelayanan
Publik (MPP).

Upaya secara umum masalah yang dihadapi adalah
pengorganisasian  dalam implementasi kebijakan Reformasi
Birokrasi. Dalam konteks (1) perencanaan dan penganggaran
yang belum terintegrasi dengan agenda Reformasi Birokrasi,
(2) belurn ada Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pelaksanaan
kebijakan Reformasi Birokrasi sehingga secara keuangan
Reformasi Birokrasi dilaksanakan sebagai pelengkap dengan
pendanaan seadanya., Dalam konteks  (3) machinery
pelaksanaannya, kedudukan dan bentuk tim pelaksana

e

Rood Map Kobupaten Kendal Tahun 2021-2026 —_— AN



Reformasi Birokrasi masih belum jelas.

D. DAMPAK/HASIL KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada penode sebelumnya
menunjukkan bahwa upaya menuju Pemerintahan Berkelas Dunia
yang telah dilaksanakan menghasilkan beberapa perubahan. Perubahan
tersebut terlihat dari capaian atas target beberapa indikator tata kelola
pemerintahan yang semakin membaik. Kebijakan Reformasi Birokrasi di
tahun 2019-2023 ditujukan untuk mencapai tiga (3) sasaran utama yaitu;
(1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) Birokrasi yang efisien dan
efektif, dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
Keberhasilan pencapaian tiga (3) sasaran tersebut diukur dengan
beberapa indikator yang tertuang dalam Road Map — Reformasi Birokrasi,

2016-2020.
Tabel 3
PENCAPAIAN SASARAN PADA ROADMAP — REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2016-2020
Sa 1 b Taret |
" ikator 5076 | 2077 | 2018 | 2019 | 2020 | Reaksasi |
Birokrasi Penggunaan e- ) '

yang bersih | Procirsment temadap
dan akuntabel | belanja pangadaan A% | 100% | 10086 | 100% | 100% | 100%

Skor alas SAKIP 48 E5 | 61,30 | 64,55 | 66,31 BE.31 |
Opini | WIP _ atas) WIP | wWiP | WIF [ WITP WP WP
Laporan Kewsngan
Tingkat  kapabiilas] 2 2 7 2 T | 2
APIR El :
Tingkat kematangan 1 2 3 3 3 3
implementas SPIP
Birokrasi Indeks Reformasi Na | G4.38| 56,30 | B2.26 | B3,70 | 63,70
yang efsien | Birokrasi
dan efekil
indeks nnfemmunml Wa | 77,00 | /602 | 27,19 | 7626 T8 28
ASH
Indeks ahsommﬁ Ha P 2,04 a7E | 3,78 378
Masional { SPBE
rokrasi yang | Integritas  Pelayanan  Na Na Ma | Ha Ma Ma
ilikci Publik
nan
yang
3 Survey  Repuasan 75.03 | 74,97 | 81,06 | 8208 | 8552 | 8552
Maayarakalt
Milai Kepatuha BOB7 | 7066 | 7055 | 70.66 |
| 1Faﬂy‘um Fublik 1

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan Reformas: Birokrasi tengah
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menuju ke arah yang lebih baik yang dibuktikan dengan peningkatan
berbagai capalan dar kondisi baseline di tahun 2015, meskipun
masih banyak beberapa ukuran keberhasilan yang belum mencapai
target. Selain beberapa ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dalam
Road Map — RB 2016-2020, hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Tim PMPRB internal

sebagai berikut :

Tabel 4.
INDEKS REFORMASI BIROKRASI
HASIL PMPRB
TAHUN
2016 2017 2018 2018 2020
: 54,35 58,30 62,26 63,70

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun
2020 cleh Tim Evaluator Kementerian PANRB, yang tertuang dalam

surat Kementerian PANRB Momor .

Maret 2021, sebagai benkut :
4  Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal
adalah 63,70 atau kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut

adalah sebagai berikut :

Tabel 5

INDEKS REFORMAS| BIROKRASI

HASIL EVALUASI KEMENTERIAN PAN DAN RB

B/413/RB.0B/2021 tanggal 31

No Kompanen Penilaian Bobot | 2020
A Komponen Pengungiit
i I.  Pemenuhan 20,00 11,04
Ii Il Hasil Antara Area Perubahan | 10,00 576 |
' . Reform 3,00 14,48
Total Komponen Pengungkit (A) 60,00 | 31,28
I Komponen Hasil l
1. |Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 7,52
2. | Kualitas Pelayanan Publik 10,00 8,28

Road Map Kabupaten Kendal Tohun 2021-2026
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3. | Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas | 10,00 8,55
KKN
4. | Kinerja Organisasi 10,00 8,08
Total Komponen Hasil (B) 40,00 32,43
indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100,00 | 6370
5. Berikut hasil antara dari masing-masing leading sektor
Pemerintah Kabupaten Kendal :
Mo Hasil Antara | Skala Nilai Sumber Dﬂta_i
1 Kualitas 0-100 84,01 Arsip Masional
Pengelolaan (Memuaskan) Republik
Arsip Indonesia
2 Kualitas 0—100 30 (Kurang) Lembaga
Pengelolaan Kebijakan
Pengadaan Pengadaan
Barang dan Barang/Jasa
Jasa Pemernintah
Republik
Indonesia
3 | Profesionalitas| 0—100 60,00 Badan
ASN {Sangat Kepegawaian
Rendah) Negara
4 | Maturitas 0-5 3,038 Badan
SPIP Pengawasan
Keuangan dan |
Pembangunan
5 Kapabilitas 0-5 2 Badan
APIP Pengawasan
Keuangan dan
Pembangunan
6 Kepatuhan 0-100 70,66 Ombudsman
Terhadap Repubiik
Standar Indonesia
I| Pelayanan
Penyelenggaral
Pelayanan !
3.  Pemerintah Kabupaten Kendal selama tahun 2020 telah

menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi perbaikan yang
disampalkan oleh Kementrian PANRB sehingga terdapai
perbaikan yang signifikan dalam penerapan Reformasi Birokrasi,
baik tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Perangkal

Daerah.

Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan

Rood Map kebupaten Kendal Tohun 2021-2026
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program reformasi birokrasi adalah :

Rood Maop Kobupaten Kendal Takun 2021-2026

Pelaksanzan Reformasi Birokrasi telah dibangun di tingkat
Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah, namun
kondisi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat
Perangkat Daerah belum sepenuhnya berjalan optimal jika
dibandingkan dengan tingkat Pemerintah Kabupaten,
Monitoring dan evaluasi atas rencana aksi Reformasi
Birokrasi belum dilakukan secara berkala untuk menilai
perkembangan Reformasi Birokrasi di level Perangkat
Daerah,

Evaluasi atas kinera para Agen Perubahan baik di level
Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah guna
mengoptimalkan program manajemen perubahan;

Peta keterkaitan antara kebijakan baik yang sederajat atau
peraturan yang lebih tinggi belum sepenuhnya disusun;
Tindaklanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382
5.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Kongkrit
Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri FPANRB
Momor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan
menyeluruh;

Belum disusunnya peta proses bisnis terkait penyederhanaan
jabatan dan belum dilaksanakannya eveluasi terhadap peta
proses bisnis di beberapa Perangkat Daerah;

Penerapan E-Governmenti di lingkungan Pemernintah Kabupaten
Kendal belum sepenuhnya optimal, seperti belum adanya Grand
Design pengembangan SPBE dan beberapa aplikasi belum
terintegrasi;

Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM antara
lain mengenai tindak lanjut hasil assessment sebagai dasar
pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan
perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human
Capital Development Flan (HCDP) belum menyeluruh dan
belumn dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar
penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan,
Pemerintah Kabupaten Kendal telah membangun aplikasi
SAKIP yang terintegrasi mulai dari perencanaan kinerja

e

10




(e-planning), penganggaran {e-budgsting), serta monitoring
capalan kinerja (e-SAKIP), namun pengintegrasian yang ada
belum sempurna, sehingga pemanfaatanya pun belum
maksimal;

j. Penguatan kebijakan pengawasan intemal masih periu
ditingkatkan menyeluruh hingga level Perangkat Daerah
antara lain penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan
masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta
penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemenntah;

k. Mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance and
Consuing.

| Implementasi pelayanan publik khususnya di OPD pelayanan
dalam hal sistemn kompensasi kepada penerima fayanan bila
layanan tidak sesuai standar dan tindak lanjut atas hasil
survei kepuasan masyarakat baru diberiakukan kepada
sebagian kecil OPD.

5. Hasil survei yang diakukan untuk melengkapi pelaksanaan
evaluasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

a, Hasil survei intemal terhadap 71 responden pegawai

Pemkab Kendal atas kapastas organisasi menunjukka
indeks 2,34 (skala 4). Secara keseluruhan hanya
responden yang memahami kineranya, ukuran kinerja da
kontribusinya terhadap kinerja organisasi. Sedangkan
responden belum sepenuhnya memahami kinerjanya, ukuran
kinerja, atau kontribusinya terhadap kinerja organisasi.
b, Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakarn
pelayanan Pemerintah Kabupaten Kendal menunjukkan hasil
sebagai berikut;

E. TANTANGAN/HAMBATAN

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas
nasional sejak dikeluarkannya Grand Design Reformasi Birokrasi pada
tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum Reformasi
Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang
berasal dari internal maupun eksternal pemerintah.
1 Intervensi Politik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat dilepaskan dan|
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lingkungan politik. Hal yang menjadi tantangan terbesar dari
lingkungan politik adalah intervensi politik dari para pejabat political
appointee ke dalam birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa
keberhasilan Reformasi Birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen
para pemimpin dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi.
Agenda-agenda Reformasi Birokrasi terhambat karena Pemimpin
Perangkat Daerah kurang memiliki komitmen untuk mendukung
Reformasi Birokrasi karena birokrasi diposisikan  untuk
mengamankan kepentingan politik sehingga birokrasi menjadi tidak
netral. Dampak negatif intervensi politik ke dalam birokrasi dan
ketidaknetralan ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat
meningkat dalam hal korupsi kebijakan, misalnya alokasi anggaran
yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukan awalnya, hingga
pelayanan diskriminafif, Situasi ini dapat berkembang  menjadi
semakin negatif ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi dan etika
publik yang terinternalisasi ke dalam ASN, penerapan nilai-nilai
budaya kerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan tidak bisa
dijalan sebagaimana mestinya. Demikian pula sistem dan maturitas
aparat pengawas internal pemerintah (SPIP dan APIP) yang masih
rendah.
2.  Inkapabilitas ASN dan Mentalitas Silo
Rendahnya kompetensi ASN mempersulit pelaksanaan Reformasi
Birckrasi, bahkan sebagian bersikap resisten dan tidak memahami
esensi Reformasi Birokrasi. Hal tersebut diperburuk dengan
mentalitas silo yang menjadi penghadang upaya sinergitas agenda-
agenda Reformasi Birokrasi dan membentuk persepsi bahwa
Reformasi Birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari instansi atau
sebaglan orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu yang
bersifat administratif.
Lebih mendasar dalam masalah ini, kapasitas sumber daya manusia
masih lemah sehingga tidak mampu menyusun dan melaksanakan
program- program Reformasi Birokrasi. Secara spesifik, masih tinggl
jurnlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memahami definisi,
maksud, dan pentingnya Reformasi Birokrasi.
Pembentukan Tim pelaksana Reformasi Birokrasi di masing-masing
perangkat dasrah masih menjadi perdebatan, apakah Eabaiknya|
berbentuk struktural permanen atau tim adhoc. Kedua bentuk tim
?{E
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tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Sebagian besar program Reformasi Birokrasi yang berjalan sampai
saat ini, baik di tingkat pusat maupun daerah dilakukan oleh tim yang
bersifat adhoc. Tim ini merupakan gabungan pegawai dan berbagai
Perangkat Daerah yang diberikan agenda pekerjaan tambahan
untuk pelaksanaan program Reformasi Birokrasi unit yang
bersangkutan. Tantangan besar bagi tim yang bersifat adhoc yaitu
keterbatasan kapasitas tim untuk menjalankan dua fungsi sekaligus,
yaitu sebagai fungsi yang melekat di unit induk dan fungsi sebagai
pelaksana program Reformasi Birokrasi. Akibatnya, di beberapa
perangkat daerah, tim adhoc hanya bekerja ketika terdapat kegiatan
gvaluasi yang dilakukan oleh Kementenan Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tantangan lainnya yaitu potensi perubahan komposisi tim yang
cukup tinggi. Perubahan tim berdampak terhadap kebutuhan waktu
bagi pegawai baru untuk memahami dan beradaptasi terhadap
perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berhubung tidak
semua pegawai memahami Reformasi Birokrasi dengan baik,
adaptasi tersebut seringkali memakan waktu yang tidak sebentar.
Dari berbagai kelemahan tersebut, tim Reformasi Birokrasi yang
bersifat adhoc memiliki kelebihan yaitu cakupan keterlibatan
pegawai yang lebih luas memiliki potensi kepemilikan program
Reformasi Birokrasi yang juga lebih tinggi. Berbeda dengan bentuk
tim pelaksana Reformasi Birokrasi yang bersifat adhoc, tim yang
berbentuk permanen struktural juga menghadapi berbagai
tantangan. Tantangan utama tim Reformasi Birokrasi ini yaitu
potensi semakin gemuknya strukiur Perangkat Daerah yang
juga berdampak terhadap semakin tingginya biaya karena
penambahan struktur baru. Masalah lainnya yaitu terjadinya
overlappingtumpang tindih antara strukiur yang sudah ada i
masing-masing Perangkat Daerah dengan struktur pelaksana
Reformasi Birokrasi. Dar berbagai tantangan tersebut, masalah
mendasar dari bentuk tim ini yaitu tingkat koordinasi yang sulit
antara tim Reformasi Birokrasi dengan struktur lain karena pegawal
lain menilai bahwa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
Reformasi Birokrasi hanya struktur tersebut, sedangkan struktur lain
merasa tidak ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan agenda
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Reformasi Birokrasi. Hal ini tentu menjadi masalah besar karena
berolak belakang dengan tujuan dilaksanakannya Reformasi
Birokrasi yaitu untuk memperbaiki budaya dan kinerja hingga
ke level individual, Dengan demikian, agenda Reformasi Birckrasi
perlu menyatu dalam agenda kerja di setiap perangkat daerah,
bukan seclah berdiri sendin terpisah dari struktur yang lain.
Birokrasi Yang Tertutup (Closed-System Bureaucracy).

Birokrasi yang tertutup menyebabkan lemahnya kontrol dan
partisipasi masyarakat terhadap birokrasi. Hal ini dikarenakan
tidak ada interaksi antara birokrasi dengan  lingkungan
eksternal, termasuk masyarakat sebagai penerima layanan publik.
Akibatnya birokrasi menjadi tidak responsif terhadap berbagai
kebutuhan masyarakat. Untuk menjadi birokrasi yang berkelas
dunia, birokrasi harus mampu berkolaborasi dengan berbagai
aktor dan sektor dalam berbagai proses pengambilan kebijakan dan
pelayanan publik.

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah
Kabupaten Kendal tidak terlepas dari komitmen Bupati dan Kepala
Perangkat Daerah. Beberapa  Perangkat Daerah  yang
memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
Kepala Perangkat Daerah tersebut memimpin langsung
pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menjamin neftralitas birokrasi.
Program yang fokus dan terarah. Beberapa Perangkat Daerah telah
berhasil memaksimalkan kinerja organisasi melalui penyusunan
program yang fokus dan terarah dengan dukungan keuangan yang
memadai. Beberapa program-program rutin dan berskala kecil
disusun ulang dan dikembangkan menjadi sebuah program baru
yang lebih besar. Kompleksitas program baru yang lebih besar
tersebut menuntut kolaborasi, integrasi dan koordinasi yang lebih
intens diantara unit kerja. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk
merubah budaya dan mindset aparatur sipil negara agar lebih
inovatf dan kolaboratif. Hasilnya, program yang dibuat lebih
menyasar pada kebutuhan masyarakat denga dampak yang lebih
terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan mindsef
ASN. Memahami kompleksitas dan kesenjangan kompetensi untuk
melaksanakan Reformasi Birokrasi. Sangat penting uniuk
memahami kompleksitas Reformasi Birokrasi dan kesenjangan
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kompetensi aparatur sipil negara untuk melaksanakan Reformasi
Birokrasi, Hal ini dibutuhkan agar kebijakan dan program Reformasi
Birokrasi yang dibuat sesuai dengan konteks dan kondisi di tiap-tiap
instansi. Kegagalan memahami kompleksitas dan kesenjangan
kompetensi untuk melaksanakan reformasi akan menggiring upaya
Reformasi Birokrasi pada kondisi yang frustasi dan stagnan karena
target yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan kemampuan
organisasi dan personil merespon perubahan. Namun periu
diperhatikan bahwa target keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak
juga baleh teralu rendah agar perubahan yang diharapkan dapat
dirasakan.
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BAB 1
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map — Reformasi Birokrasi
ini adalah contex! (konteks) di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu
strategis merupakan content (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses
Reformasi Birokrasi.

A, LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI
Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam Road Map ini adalah
beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi

Birokrasl, diantaranya politlk dan kooptasi birokrasi; penegakan dan

kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serla

globalisasi dan fransformasi digital.

B. POLITISASI DAN KODPTASI BIROKRASI.

Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak
bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi
juga bermula dar keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik
dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu,
netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan
aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisas| dan kooptasi
politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional,
tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan
nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas nasional yang belum
terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel dan
immature, serta etika publik yang belum terpelihara

C. PENEGAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat
diperiukan dalam Reformasi Birokrasl. Lemahnya penegakan hukum
mengakibatkan tidak berjalannya sistem reward dan punishment.
Pemerintah Kabupaten Kendal perlu mendorong pembenan penghargaan
bagi stakeholder's yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi, Demikian
juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak
melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi.
Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perfu dituangkan dalam
regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.
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D.  ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa
prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan
antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. Struktur yang mendukung
permncapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan
publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak
dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip
efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasl senantiasa
mendapatkan stigma yang negatif Selain itu rendahnya kapabilitas,
kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme
dari aparatur negara.

E. BUDAYA BIROKRASI

Budaya kerja birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem
berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian
diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan
oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses
panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai
penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi
tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya kerja birokrasi yang
negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang
professional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi
menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel
kehilangan modalitas mendasarnya.

F. GLOBALISAS| DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Susfainable Development Goafs (5SDGs) menjadi rujukan
bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi
dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada)
tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SD .
diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di
kancah global maupun regional. Selain itu, pada tataran global tﬂrdapaﬁl
sejumiah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia,
antara lain berkaitan dengan pemanfaatan “Big Dafa’, pelayanan
terintegrasi (integrated service), pelayanan yang lebih mengakomodir
keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan arfificial intelligence di
ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu
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mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman,
sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.

G. REVOLUSIINDUSTRI 4.0

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4" (dikenal juga sebagai
Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru
yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di
Kabupaten Kendal. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara
kerja pemerintah dan pola hubunganfinteraksi pemerintah dengan
masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan
teknologi mobile intemet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha
data, dan Infermet of Things (loT) akan mendorong pemenntah
daerah untuk memberikan layanan mandin, layanan bergerak, dan
layanan cerdas yang flieksibel dan tanpa batas bagi masyarakat.
Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat
untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sekior publik yang
selama ini terbatas menjadi ranah ekslusif pemerintah. Pada saat yang
bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan din dengan
perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan
di era Revolusi Industri 4.0. Guna menyesuaikan dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Kabupaten Kendal telah
mencanangkan program Smart Cily.

H. ISU-ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI
Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera
direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan
birokrasi, program pemindahan ibu kota negara, dan pemanfaatan
teknokogi.
¥ Penyederhanaan Struktur Dan Kelembagaan Birokrasi
Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk
mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungs:,
tepat proses dan tepat ukuran, Organisasi pemerintah saat ini
dihadapkan pada tantangan vyang tidak mudah dalam
pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut
maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi
menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang
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harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan
birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi
kelembagaan pemerintah yang selanjulnya dikuti dengan
penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju
terwujudnya Smart |Institution. Penyederhanaan birokrasi
merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang panpumna
MFR Rl pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi
tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi
menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua
level tersebut menjadi  jabatan fungsional. Penyederhanaan
birokrasi tersebui sudah dimulal dengan ditetapkannya
Peraturan Presiden Nomor 68

Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara,
yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi
kementerian mengutamakan kelompok jabatan  fungsional.
Tetapi untuk penyederhanaan birokrasi di ingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal masih menunggu regulasi yang pasti sebagai
landasan hukumnya.
Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada
pelaksanaan tugas dan fungsi pemernintahan dengan pemanfaatan
teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global manuntut
para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-
proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elekironik. lsu
ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan
langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia
di tahun 2025. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kendal harus
melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola
SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses
bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan
bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.
Arahan Utama Presiden Republik Indonesia

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan uiama sebagai
strategi dalam pelaksanaan misi MNawacita dan pencapaian
sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup
Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan
Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan
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Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Pengarahan Presiden
dimaksud dijabarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Kendal sejalan dengan Visi dan Misinya Bupati terpilih,

Gambar 5.
ARAHAN UTAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

| Surnbes: Perpres 18 Tahun 2000 tertang Rencana Pembarsunan lngka Menangah Nasional Tahun 2020-2024)

Peran Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama presiden
tentang pembangunan nasional di atas adalah memastikan setiap
program/kegiatan dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapajan kelima
sasaran tersebut. Dalam hal pembangunan SDM, Reformasi Birokrasi perlu
mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik
yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0. Dalam
hal pembangunan infrastruktur, Reformasi Birokrasi berperan untuk memastikan
penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala
penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan
pengawasan pada proyek-proyek srategis nasional. Dalam hal penyederhanaan
regulasi, Reformasi Birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di
mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak
yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan
Omnibus Law. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka menciptakan
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kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan
efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas
instansi. Dalam hal penyederhanaan birokrasi, Reformasi Birokrasi perlu
dilakukan dengan memangkasberbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan
berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan strukiur organisasi
menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk
menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagal Diaya Yyang
mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal transformasi ekonomi,
Reformasi Birokrasi periu mengarahkan dan memastikan bahwa setiap program
dan kegiatannya dirancang untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat dan
memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan in- efisiensi dan
pamborosan

L] W

- S
-
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BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI
PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI 2021-2026

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi
Birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap
lingkungan strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan
tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya.
Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat
menjawab tantanganhambatan pada periode sebelumnya serta mampu
menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan.

Simpulan atas ; 1). evaluasi capaian Reformasi Birokrasi 2016-
2020, 2). Isu sirategis Reformasi Birokras| ke depan; 3). Arahan utama presiden
tentang pembangunan nasional menunjukkan bahwa profil birokrasi yang baik
dan bersih, masih peru diupayakan perwujudannya. Birokrasi yang baik dan
bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk
penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsive dalam
memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan
nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Atas
dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetepkan dalam Road Map -
Reformasi Birokrasi ini adalah diarahkan pada penciptaan profil birokrasi
tersebut,

Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran Reformasi
Birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan
mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat
mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objekiif karena
menggunakan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi yang dipotret oleh
Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
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Gambar 6.
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI

TUJUAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

inilikator impact

Indikator Outcome :

Fase of Dobng Business.

indeks Eefmiaﬁlﬂknhmi ) Corruption Percaptons index

Gorernment Effectivensss inday
Trst Baromeier

Hirokrasi yang hercih dan

IPEIT Birokrasi yvang kzpalel Pelavanan publik yang prina
Indikator (Kasus korups Indikator : Indikator ; I

1. Nilai SAKIP 1. Indeks kelembagaan 1. Indeks  Pelayanan

Publik
2. Dpini WTP BPK 2. Ingdeks SPBE
3 Indeks |
Profesionalitas ASN
|
A TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2026 adalah
menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan in
diukur melalui indikator global diantaranya: Ease of Doing Business
(Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank
Corruption Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi) oleh
Transparency International, Government Effectiveness Index (Tingka
Efekfifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh World Bank, dan Trusf
Barometer oleh Edelman. Selain akan diukur pada akhir penode Roac
Map - Reformasi Birokrasi 2021-2028, sefiap indikator tersebut juga akar
di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilar
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keputusan yang terkait dengan strategis Reformasi Birokrasi pada
berbagai tingkatan.

B. SASARAN
Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga

sasaran pembangunan. Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan
sasaran pembangunan sub sekior aparatur negara, sebagaimana
dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi
Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:
a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
b.  Birokrasi yang Kapabel,
c. Pelayanan Publik yang Prima;

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan
pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya.
Selain  itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan
keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birckrasi periode sebelumnya
dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah. Berikut
gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya
dengan sasaran Reformasi Birokrasi 2021-2026.

Gambar /.
PERBANDINGAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI ANTAR PERIODE

SASARAN RB 2019-2023 SASARAN RE 2021-2026

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel |

2. Birokrasi yang efektif dan efisien |

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan
publik berkualitas.

1. Birckrasi  yang Bersih
dan Akuntabel

2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

[ |

Terdapat 7 (tujuh) indikator sasaran yang akan menjadi tolok ukur
keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi 2021-2026. Di bawah ini adalah
rincian Indikator Sasaran Reformasi Birokrasi 2021-2026 beserta
baseline tahun 2020 dan target pada tahun 2026.
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Tabel 7
INDIKATOR SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026

] | Basl | Targat
| Data th Target Tahun ke 25
2020

SASARAN | INDIKATOR SASARAN,

{ezh [2021) | (2023) | (2023 | (2024) | (@2025) | (B0

Indeks RE _ 6138 | 6441 | 66365 | 6775] 6632 | 882 | 200
&””“m:'“ﬂ Irvieics Periliky Ari D D 0 2 o | o g
KD ! Kasus Korups
akuntabal s s :
Niiai SAKIP 831 | e8s55 |7055 |v2ss | ress | mss | mog0
PR WP WiE | WIF | WIB | WIP | WP | WiE
Birakrasi Indeks Kelernbagaan I
yang 3208 J2em | 3zme | 3200 | 3282 | a2g6 | 400
Hapabel; |

3.76 2,76 313 | 343 | 375 | 381 | 385 |

75.20 TE78 | T6.80 | 7678 | 7728 | 7478 | 8000

indeks SFBE

Indeks Profeshonalitas
AN

Indsk: Pelayanan PubE| D317 | 8717 | B237 | 877 | B8.17 | 8847 | 9000

yang PFrima

C. STRATEGI PELAKSANAAN

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road
Map - Reformasi Birokrasi 2021-2026 tercapai, strategi pelaksanaan
Reformasi  Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Road Map —
Reformasi Birokrasi 2021-2026 ini menetapkan hal- hal baru yang fidak
ada pada Road Map periode sebelumnya namun juga tetap
mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari Road Map
periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah
ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar
ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara ril.
Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dan Road Map
periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan Reformasi
Birokrasi kedalam tingkatan nasional dan instansional serta
pelaksanaan quickwin pada tingkatan nasional dan instansional. Secara
umum, hubungan antara tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi 2021-2026 dapat terlihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 8.

HUBUNGAN ANTARA TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI
DENGAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026

H AHLEA
PERUOAHAN

PROGASA W WESD
AR

STRATEG! REFORKMASI BIRDKHAS! 2020-2004 |

Secara umum (secara nasional) pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi
ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu;

Nasional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke
dalam tingkat pelaksanaan Makro dan Meso.

Makro. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan
Reformasi Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian
program-program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro.

Meso. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi
Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector. Instansi
tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif,
meneremahkan kebijjakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan
tersebul, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya.

Instansional. Pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat
pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Hﬂ‘fﬂrl'l'lﬂsii
Birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah. Kebijakan tersebut
sebagaimana digariskan secara nasional melalul program makro, pogram
meso, dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih menjadi
bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan
program Reformasi Birokrasi Nasional.
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Gambar 9.
TINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A ==

D. PROGRAM-PROGRAM
Pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan
melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan |
efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program Reformasi
Birokrasi dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup ldann'i
implementasi program itu sendiri, yaitu program makro, meso, dan mikro.
1.  Program Makro
Pada level makro, program pelaksanaan Reformasi Birokrasi
fokus terhadap upaya dalam menetapkan arah kebijakan nasional
serta upaya untuk mengawal agar implementasi kebijaka
tersebut berjalan sesuai dengan Road Map — Reformasi Birokrasi
2021 — 2026. Terkait dari waktu pelaksanaan Road Map ~ Hﬂfﬂrrn&i
Birokrasi 2021 — 2028, level makro juga memastikan agar
pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi berjalan sebagaiman
kerangka wakiu Road Map sebagai berikut.

§
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KERANGKA WAKTU ROAD MAP - REFORMASI BIROKRASI

Gambar 10.

Program Meso
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mesomerupakan
pelaksanaan sasaran program yang merupakan uraian atau

cascade down dari 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi. Selain |
tu, sesuai dengan RPJMD 2021-2026 menetapkan Indehﬁl
Reformasi  Birokrasi sebagai sasaran yang wajib capai oleh
Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah leading sektor |
harus memastikan pelaksanaan program-program — meso
mempriontaskan pencapaian sasaran program. Berikut ditetapkan

Sasaran Program Dan Perangkat Daerah pengampu serta
kegiatan/ftema yang mendukung pencapaian sasaran program.

Tabel 8
SASARAN LEVEL MESO REFORMASI BIROKRASI 2021-20286
SASARAN LEADING KEGIATAN
PROGRAM SECTOR
Sasaran 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel |
1.1 Menguatnya Inspektorat 1. Pembangunan Zona Integritas di
integritas dan budaya | Daerah Perangkat Daerah khusqanya

antikorupsi dalam
birokrasi

pada pelayanan yang strategis
dan berisiko. |

Induksi antikorupsi Ica'r:ada
Kepala Perangkat Daerah. |

Penyusunan kebijakan tentang
Pedoman Umum Pembangunan
Integritas ASN, sebagai dasar
terbangunnya budaya integritas
pegawai ASN. :
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Badan
Kepegawaian
Pendidikan dan
Palatihan

Induksi antikorupsi kepada ASN
melalui pendidikan pelatihan, ﬂfm
pendidikan S0,
leadership, innovation, dll.

pelatihan

Dinas
Pendidikan
Kebudayaan

dan

1.

Pembentukan  kurikulum  |dan
proses  pembelajaran  yang
memiliki muatan antikorups:.

Tenaga pendidik yang mampu
menerapkan  kurikulum  |dan
memberikan teladan praktik anti
korupsi.

Dinas
Komunikasi dan
Infarmatika

Diseminasi konten antikarupsi melalui
herbagai
elekironik, dan sosial.

saluran media cetak,

o L

| 1.2. Terciptanya
pengawasan

yang independen,

profesional,

sinergis

dan

Inspektorat
Craerah

1.

Pembinaan,  pengawasan, dan
evaluasi terhadap kinerja Aparat
Pengawasan Intermn lah
(APIP).

Meningkatkan sinergitas denhgan
perangkat daerah.
Meningkatkan
dengan
(BPK). |
Menetapkan  peraturan bupati
mengenai kebijakan dan
manajemen risiko di pam&mtah
daerah.
Membentuk
men risiko, .
Membuat panduan hubungan
kera antara pengampu jabatan
fungsional risk officer dan Aparat
Pengawas Intern Pemerintah
{(APIP).

sinergitas AF‘I!F
pemeriksa ahstﬁrnal

sistem manaje-

1 1.3Menguatnya

manajemen kinerja

dalam sistem

pemerintahan yang
efektif, efisien, dan

akuntabel

Badan
Perencanaan
Penelittan dan

Pengembangan

. Memastikan

. Menciptakan

perencanaan
berbasis kinerja. |
Memastikan pmgran'l-pmqram
yang direncanakan  sesuai
dengan tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.

Menjamin keterhubungan tujuan,
sasaran, dan program
pembangunan antar berbagai
Memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi dalam
proses perencanaan dan

penganggaran.
antara sistem perencanaan,
penganggaran. dan_kinerja di
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6. Melakukan monitoring mengenai

7. Melakukan pengembangan

daerah. |

pelaksanaan perencanaan | dan
penganggaran berbasis kinefja di
Perangkat Daerah. |

kompetensi kepala Perangkat
Daerah dalam perencanaan dan
penganggaran berbasis Hinerja.

SEKKRETARIAT
DAERAH
{Bagian
Organisasi)

1. Memastikan  ketersambungan

2. Melakukan evaluasi

3. Memperbaiki ukuran  kinerja

4. Meningkatkan kualitas

5. Menetapkan kebijakan

E. Menetapkan Peraturan

7. Menggunakan informasi

8. Menetapkan Peraturan Bupati

antara tujuan, sasaran, |dan
indikator kinerja dalam
perencanaan pembangunan di
perangkat daerah daerah. |

ketersambungan antara tujuan,
sasaran, indikator kinerja, dan
pelaporan pelaksanaan.

outcome di setiap program dan
kegiatan di perangkat daerah.

evaluasi penerapan SAKIP di
perangkat daerah.

mengenai peningkatan
kompetensi dan pembudayaan
kinerja dalam perencanaan dan
penganggaran. '

Bupati tentang Pedoman
penilaian kinerja individu kinerja
organisasi. '

kinerja sebagai dasar dalam |
menyusun proses bisnis internal |
pemerintah. '

mengenai penggunaan capaian
kinerja sebagai dasar untuk
pemberian tunjangan kinenja.

Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah

Memastikan penganggaran
berbasis kinerja sesuai dengan
mandat UU 17/2003 tentang
keuvangan negara.

Dinas
Komunikasi dan
Informatika

Melakukan koordinasi bersama
dengan Badan  Perencanhaan
Penelitian dan Pengembangan dan
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah dalam
pengintegrasian berbagai sistem
perencanaan, penganggaran, dan
kinerja di Perangkat Daerah.
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Badan
Kepagawaian
Pendidikan dan
Pelatihan

- kompetensi manajemen

kinerja ASN.

. Internalisasi budaya kinera

dalam berbagal pelatihan
ASHN.

. Penyiapan aplikasi informasi

PNS ferintegrasi dengan
pemerintah pusat. I

. Penyusunan Peraturan Bupati

terkait pengelolaan info i
dan data penilaian kinera
PNS. '

I
. Penyusunan Peraturan Bupati

terkait tata cara survei
perilaku kerja secara tertutup,

. Penyusunan Peraturan Bupati

terkait peningkatan kinerja
pegawal sebagai dasar
pemberian penghargaan. |

|

faimess,
transparansi,
profesionalisme, dan
nondiskriminatif
dalam sistem
pemerintahan

Dinas
Komunikasi dan
Informatika

. Penyediaan infratruktur dan

aplikasi pemanfaatan one
data system untuk perumusan
kebijakan dan pengﬂn'hﬂ::ilm
keputusan.

. Efektivitas PPID dalam

mewujudkan keterbukaan
informasi publik.

. Mendorong digitalisasi dan

transparansi berbagai
informasi  di  pemerintah
daerah.

. Menyediakan berbagal data

yang  dibutuhkan  untuk
mendukung one-data system,

. Memberikan kemudahan

akses  kepada s'-eﬂ_.lruh
pemangku kepentingan dalam
perolehan data untuk berbagai
kepentingan secara terbuka.

. Memastikan sistern keamanan

data aplikasi dan il'I'fI'EIEtf-L:IHtHF
dalam penyelenggaraan
SPBE. |

SEKRETARIAT
DAERAH (Bagian
Protokol dan
Komunikasi
Pimpinan)

Mendorong dan memperkuat

partisipasi berbagai pemangku
kepentingan (masyarakat, private
sector, dan dunia usaha) dslharn
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pembuatan dan implementasi
kebijakan di daerah.

Dinas Kearsipan dan 1. 'i;lenetapkan dan implement-

Perpustakaan tasi kebijakan pengelolaan
arsip berbasis digital.

2. Memperkuat knowledge
management melalui
digitalisasi arsip.

SEKRETARIAT 1. Memperiuas database |dan

DAERAH (Bagian implementasi e- catalog.

Pengadaan Barang 2. Meningkatkan ASN

dan Jasa) bersertifikasi dan jabatan
fungsional dalam pengadaan
barang dan jasa.

3. Melaksanakan pengawasan
rencana, penganggaran, dan
pelaksanaan pengadaan

barangfijasa.
1.5Reviu terhadap | SEKRETARIAT 1. Memperkuat koordinasi untuk
berbagai peraturan | DAERAH (Bagian | melakukan harmonizasi
perundang- Hukum) | regulasi.

undangan 2. Mendorong regulasi  atau

deregulasi berbagai
peraturan perundang -
undangan berdasarkan hasil
reviu.

3. Mendorong penyederhanaan
regulasi pada setiap jenjang
level peraturan perundangan-
undangan.

4. Meningkatkan kompetensi
ASN sebagal perancang
peraturan perundang-
undangan (legal drafter).

Sasaran 2. Birokrasi yang Kapabel

2.1 Tertatanya SEKRETARIAT 1. Memastikan struktur
kelembagaan DAERAH onganisasi pemerintah
pemerintah (Bagian berbasis kinerja.
daerah yang Organisasi) 2. Menetapkan kebijakan
berbasis kinerja penyederhaan eselon 3 dan
dan prinsip 4 secara bertahap  dan
efisiensi selektf.

3. Melakukan monitoring
evaluasi terhadap
%,

-
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pelaksanaan penataan
kelembagaan vyang felah
ditakukan.

Melakukan monitoring
evaluasi atas pelaksanaan
kebijakan pemisahan antara
pembuat kebijakan (policy
maker) dan pelaksana
kebijakan (poficy
implementing agency) di
perangkat daerah.

| 2.2Penyederhanaan
proses bisnis dan
tata Kelola
berbasis teknologi
informasi dan
komunikas:

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Percepatan pelaksanaan
SPBE di tingkat Perangkat
Daerah.

Memperkuat nferoperabiity
system  antar perangkat
daerah baik secara vertical
maupun honzontal.
Memastikan teknologi |
informasi dan komunikasi
yang digunakan oleh
pemerintah  daerah  dan
perangkat daerah dalam
membangun dan
melaksanakan aPBE
memiliki keandalan dan
secara teknis mendukung
interoperabiity system.

Badan Kepegawaian
Pendidikan dan
Pelatihan

Mengembangkan kurikulum dan
pelaksanaan pandidikan dan
pelathan untuk pengembangan
kompetensi pegawai yang
menjalankan SPBE.

2 3Meningkatnya
profesionalisme
ASN berbasis
sistem merit

Badan Kepegawaian
Pendidikan dan
Pelatihan

1.

2.

Membangun sistem informasi
ASN secara nasional.
Mengarusutamakan
evidence-  based  policy
dengan melibatkan pemangku
kepantingan, seperti perguru-
an tinggi, riset, dan lembaga
penelitian pada K/L sebagai
proses dan metode analisis
dalam setiap  proses
kebijakan yang dilakukan.
Mengusulkan pembentukan
abatan fungsional nsk afficer
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(penelaah risiko) Sinkronisasi
kebijakan pola karir
berbasis  pada manajamen
lalenta nasional dan
berorientasi terhadap
keahlian (expertise) dan
profesionalisme jabatan
fungsional sebagal  tindak
lanjut dari penyederhanaan
birokrasi melalul penyetaraan
jabatan  administrasi ke
dalam jabatan fungsional.

. Memastikan dan melakukan

pendampingan sarta
monitoring dan evaluasi atas
penyusunan dan
implementasi pola karr dan
manaj@emen talenta pada |
seliap perangkat daerah
berjalan dengan efekif.

. Melakukan kajian

komprehensif pembentukan
daerah talent management.

. Memasukan kurikulum

pembuatan dan implementasi
serta analisis kebijakan publik
dalam SEMmLua jenjang
kediklatan ASN.

. Melakukan pelatihan mitigasi

nsiko dalam semua jenjang
kediklatan dan bidang.

. Mengusulkan sertifikasi

manajemen risiko bagi
jabatan fungsional ASN.

Badan Perencanaan
Penelitian dan
Pengembangan

. Memperkuat dan mendorong

egvidence-based policy
dengan melibatkan pemangku
kepaentingan, seperli perguru-
an tinggi, riset, dan lembaga
penelitian pada level
pemerintah daerah,

. Mendorong Perguruan Tinggi

untuk secara aktif terhibat
dalam  berbagai proses
perumusan dan pengem-
bangan evidence- based
policy pada  pemerintah
daerah.
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2 4 Meningkatnya
kepemimpinan
transformatif
untuk
memperbaiki
kinefja birokrasi

Badan Kepegawaian
Pendidikan dan
Pelatihan

1. Memperbaiki sistem
pengajaran  diklat  yang
berbasis studi kasus dan

proyek perubahan.
2. Melakukan perubahan

kelembagaan diklat

Sasaran 3. Pelayanan Publik yang Prima

3.1 Menguatnya | Sekretariat Daerah 1. Mendorong penerapan
pelayanan publik | (Bagian Organisasi), kebijakan pelayanan publik
yang responsif | pinas Penanaman (Stadar Pelayanan,
dan berdaya $aing | pyoa) dan Maklumat Pelayanan, dan

Pelayanan Terpadu SKM).

Satu Pintu, Dinas 2. Mendorong sistem pelayan-
Komunikasi dan an yang terpadu dan
Informatika terintegrasi,

3. Mendorong menerapkan
sistemn pengelolaan pengadu-
an yang terintegrasi, funtas
dan berkelanjutan dalam
rangka pengelolaan
pengaduan yang efektif dan
responsive.

Badan Perencanaan | Mendorong Perangkat Daerah untuk
Penelitian dan mengembangkan inovasi pelayanan
Pengembangan publik.

3.2 Percepatan Badan Perencanaan 1. Penguatan kebijakan untuk
peningkatan Penelitian dan peningkatan kualitas
kualitas pelayanan | pangembangan pelayanan publik.

publik

2. Mendorong Perangkat Daerah
untuk melakukan percepatan
peningkatan kualitas
pelayanan  publik  melalui
inovasi dengan pembinaan
inovasi pelayanan  publik
secara terus menerus dan
berkelanjutan, yaitu:

1) Mendorong  penciptaan
inovasi dalam rangka
mendapatkan data dan
informasi inovasi serta
inovasi yang terseleksi
sesuai standar nasional
melalui Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik.
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2) Mendorong pengembang-

an inovasi melalui
pengembangan  Ingvasi
dalam rangka
penyebarluasan
pengetahuan dan replikasi
inovasi.

3) Mendorong pelembagaan
inovasi dalam rangka
keberlanjutan inovasi |
melalui  kebijakan dan
pembinaan yang terus
Menerus.

Dinas Komunikasi

Meningkatkan pelaksanaan SP4AN-

dan Informatika LAPOR! guna menjawab pengaduan
masyarakat.

Badan Kepegawaian | Membangun profesionalitas ASN di
Pendidikan dan bidang pelayanan publik.

I Pelatihan

| Dinas Penanaman 1. Mengkoordinasikan
Modal dan penyederhanaan  prosedur
Pelayanan Terpadu perizinan pada seluruh
Satu Pintu stakeholder terkait.

2. Mendorong implementasi ong
single submission (OSS),

Hasil pada program Meso ini akan diukur dengan menggunakan
beberapa indikator antara pada setiap sasaran Reformasi Birokrasi,

Perangkat Daerah

yang tugas dan kewenangannya terkaif dengan

indikator antara ini wajib untuk melaporkan perkembangan capaian
indikator tersebut kepada Bupati setiap tahunnya.

Tabel 9
INDIKATOR PROGRAM PADA SETIAP SASARAN REFORMASI BIROKRASI
TARGET
SASARAN INDIKATOR SASARAN 2026 |
Birokrasi yang Persentase Perangkat Daerah dengan 100 %
bersih dan indeks Perilaku Anti Korupsi level baik
akuntabel Persentase APIP  dengan Indeks 100 %
Kapabilitas APIP minimal level 4
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3 | Persentase Perangkat Daerah dengan
Indeks Maturitas SPIP minimal level 3

100 %

4 | Persentase Perangkat Daerah dengan 100 %
Predikat SAKIP minimal A
5 | Persentase dengan Opini BPK minimal 100 %
WTP
| 8 | Persentase Perangkat Daerah dengan 100 %
Indeks Perencanaan baik
7 | Persentase Perangkat Daerah dengan 100 %
indeks Reformasi Hukum baik _
8 | Persentase Perangkat Daerah dengan 100 %
indeks Tata Kelola Pengadaan Barang
dan Jasa baik
Birokrasiyang | 1 | Persentase Perangkat Daerah dengan 100 %
kapabel Indeks Kelembagaan baik
2 | Persentase Perangkat Daerah dengan 100 %
predikal penilaian SPBE minimal Baik
(Indeks SPBE
=2,8):
' 3 | Persentase Perangkat Daerah dengan 100 %
. Indeks Pengawasan Kearsipan baik
4 |Persentase Perangkat Daesrah dengan 100 %
Indeks Profesionalitas ASN baik
5 |Persentase Perangkat Daerah dengan 100 %
Indeks Tata Kelola Manajemen ASN baik
6 |Persentase Perangkat Daerah Indeks Merit | 100 %
| |Systembaik
7 |Persentase Perangkat Daerah daerah 100 %
dengan Indeks Kualitas Kebijakan baik
8 |Persentase Perangkat Daerah dengan 100 %
Indeks Kepemimpinan Perubahan baik Bl
9 |Persentaze Perangkat Daerah dengan 100 %
Indeks Pemerintahan Daerah baik
10 |Persentase Perangkat Daerah dengan 100 %
Indeks Pengelolaan Keuangan baik
11 | Persentase Perangkat Daerah dengan 100 %
Indeks Pengelolaan Aset baik
Pelayanan i1 | Persentase Perangkal Daerah dengan 100 %
Publik yang Indeks Pelayanan Publik baik
Prima

Dalam rangka memastikan setiap Perangkat Daerah penanggungjawab
indikator dan program meso melaksanakan program tersebut, maka setiap
Perangkat Daerah penanggung jawab harus menyusun rencana aksi
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pelaksanaan program. Rencana aksi ini akan di monitor dan evaluasi
secara berkala (tiga bulanan) cleh Sekretaris Daerah Tim Pelaksana
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal,

3. Program Mikro
Setelah ditetapkan program level meso, selanjutnya adalah kegiatan mikro
yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kendal dan Perangkat
Daerah dalam menerapkan Reformasi Birokrasi di lingkup internal instansi.
Aktifitas mikro seperti tabel berikut berdasarkan kepada sasaran
Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan Reformasi
Birokrasi dan program di level meso.

Tabel 13.

KEGIATAN LEVEL MIKRO REFORMASI BIROKRASI

2021-2026

Program 8
Area
Perubahan

Indikator

Kegiatan

Birokrasi
yang
bersih
dan
akuntabel

Birokrasi
yang
kapabel

Pelaya-
nan
publik
yang
prima

Manajemen
perubahan

1. Indeks Kepe-
mimpinan
Ferubahan

Pengembangan
dan penguatan
nilai-nilai untuk
meningkatkan
komitmen dan
implementasi
perubahan
(reform),

. Penguatan nilai

integritas;

. Pengembangan

dan pengualan
peran agen
perubahan dan
role modef,

. Pengembangan

budaya kerja dan
cara kerja yang
adaptif dalam
menyongsong
revolusi industry
4.0;

v
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Penataan
peraturan

! deregulasi
_ kebijakan

perundangan |

_ Indeks

3

Reformasi
Hukum
Indeks
Kualitas
K.ebijakan

. Melakukan
identifikasi dan
pemetaan regulasi
lingkup IP
(menghilangkan
overlapping
peraturan),

2. Deregulasi

aturan  yang
menghambat
birokrasi;

3. Penguatan

Sistem Regulasi
Nasional di lingkup
1P

4, Melakukan

perencanaan
kebijakan yang
meliputi agenda
setting dan
formulasi
kebijakan;

5. Melakukan

evaluasi
kemanfaatan
kebijakan yang
telah disusun.

Fenataan
organisasi /

kelembagaan

Indeks
Kelembaga-
an

. Asessment
organisasi
berbasis kinerja:

2. Restrukturisasi

{penyederhanaan)
kelembagaan IP

berdasarkan hasil
asesment;

3. Membentuk

strukiur organisasi
yang tepat fungsi.

Penataan
Tatalaksana

cn

Indeks SPBE
Indeks
Pengawasan
Indeks
Pengelolaan
Keuangan
Indeks

Pengelolaan
Aset

1. Penerapan  tata
kelola SPBE;

2. Panerapan
manajemen
SPBE;

3. Penerapan
layanan SPBE;

4. Mengintegrasikan

pemanfaatan (T i
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0. Indeks
Pemerintah-
an Daerah

dalam tata kelola
pemerintahan;

5. Implementasi
manajemean
kearsipan modern
dan handal (dan
manual ke digital);

6. Melakukan
pengelolaan arsip
sesuai aturan,

7. Mengimplementas
ikan  digitalisasi
arsip;

8. Melakukan penge-
lolaan  keuangan
secara tepat dan
sesuai aturan;

9. Melakukan penge-
lolaan atas aset
sesual dengan
kaedah dan aturan
yang berlaku;

10. Penguatan
implementasi
keterbukaan
informasi publik;

11. Pengembangan
proses bisnis
instansi dan unit;

12.Penyelarasan
proses bisnis dan
SOP.

Sistem
manajemen
SOM

10.Indeks
Profesionalit
as ASN

11. Indeks Merit
System

12. Indeks Tata
Kelola
Manajemen
ASN

1. Menerapkan
prinsip- prinsip
manejemen
ASN secara
professional;

2. Implementasi

manajemen ASN
berbasis merit
system,

3. Penetapan

ukuran kinarja
individu;

4. Monitoring dan
evaluasi kinerna
individu secara
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berkala;

5. Penguatan
implementasi
Reward and
Funisfiment
berdasarkan
kinerna,;

6. Pengembangan
kompetensi dan
karir ASN
berdasarkan

,l hasilfmonitoring
dan evaluasi
kinerja dan
kebuiuhan
organisasi;

7. Pemanfaatan IT
dalam manajemen
ASN;

8. Pengembangan
nilai-nilai untuk
menagakkan
integritas ASN;

9. Pengembangan
implementasi
Manajemen
Talenta [ Talent
pool);

10. Penguatan
database dan
sistemn informasi
kepegawaian
untuk
pengembangan
karir dan talenta
ASN.

Penguatan
akuntabilitas

13.Nilai SAKIP
14, Perencanaan

1. Melakukan
perencanaan
terintegrasi dan
perencanaan yang
lintas sektor
(collaborative and

pimpinan dan
| seluruh
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penanggung
jawab dalam
perencanaan
kinerja, monitoring
dan evaluasi
kinerja, serta
pelaporan kinerja;
Peningkatkan
kualitas
panyelarasan
kinerja unit
kepada kinerja
organisasi (goal
and strategy
cascade),
Pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi kinerja
secara berkala;

Pengembangan
dan

pengintegrasian
sistemn informasi
kinerja, perenca-
naan,dan
penganggaran;
Penguatan
implementasi
value for money
dalam rangka
merealisasikan
anggaran berbasis
kinerja.

|

 Pengawasan

15. Maturitas
SPIP

16. Kapabilitas
APIP

17. Opini BPK

18. Indeks Tata

Kelola

Pengadaan

Barang dan

Jasa

Melakukan
penguatan
implementasi
SPIP di seluruh
bagian organisasi

. Meningkatkan

kompetensi APIP;

. Pemenuhan rasio

APIP {pemenuhan
jumiah ideal
aparatur
pengawas);
Melakukan
pengelolaan dan
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akuntabiitas
keuangan sesuai
kaedah dan aturan
yang berlaku;

5. Melakukan
pengelolaan
barang dan jasa
sesuai aturan;

6. Pembangunan
unit kerja Zona
Integritas  menuju
WEK/ WEBEM;

7. Penguatan
pengendalian
gratifikasi;

8. Penguatan
penganganan
pengaduan  dan
komplain;

9. Penguatan
efektivitas
manajemen risiko;

10. Pelaksanaan
pemantauan
benturan

kepentingan.

Pelayanan
publik

19. Indeks
Pelayanan
Publik

20. Hasil Survei
Kepuasan
Masyarakat

1. Melakukan
penguatan
implementasi
kebijakan bidang
pelayanan publik
(Standar
Pelayanan,
Maklumat
Pelayanan, SKM);

Z. Pengembangan
dan
pengintegrasian
sistem informasi
pela-yanan publik
dalam rangka
peningatan akses
publik dalam
rangka
mempercleh
informasi

pelayanan;
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3. Pengelolaan

pengaduan
pelayanan publik
secara terpadu,
tuntas dan
berkelanjutan
dalam rangka
memberikan
akses kepada
publik dalam
mendapatkan
pelayanan yang
baik;

. Peningkatan
pelayanan publix
berbasis elektronik
dalam rangka
memberikan
pelayanan yang
mudah, murah,
cepal, dan
terjangkau;

. Penciptaan
pengembangan,
dan pelembagaan
inovasi pelayanan
publik dalam
rangka percepatan
pening-katan
kualitas pelayanan
publik;

. Pengembangan
sistem pelayanan
dengan
mengintegrasikan
pelayanan pusat,
daerah dan bisnis
dalam Mal
Pelayanan Publik;
. Pengukuran
kepuasan
masyarakat
secara berkala;

. Pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
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pelayanan publik
secara berkala;
8. Mendorong K/L/D
untuk melaksana-
kan suryei Kepua-
san masyarakat;
, 10. Meningkatkan
|' tindak lanjut dari
Laporan Hasil
Survei Kepuasan
Masyarakat.

E. QUICK WINS

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan
yang cepat. Tujuan dan Quick Wins adalah adanya sebuah tindakan atau
action yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan
keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong
kemenangan selanjutnya. Quick Wins dalam kerangka strategi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam
bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi oleh Pemaerintah Daerah.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun perlama dan
maksimal pada tahun kedua, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah
daerah harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins
utama. Penyederhanaan birckrasi ini dilakukan dengan melakukan
penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan
pelaksanan ke dalam jabatan fungsional. Namun demikian, Pemerintah
Daerah dimungkinkan untuk menambah Quick Wins selain
penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama dan kedua apabila hal
tersebut dirasa periu. Selanjulnya, pada tahun-tahun berikutnya setiap
Pemerintah Daerah dibebaskan dalam menetapkan Quick Wins, sesuai
dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki
oleh masing-masing pemerintah daerah.

Perbedaan Quick Win Mandatory dan Quick Win Mandiri yaitu di
dalam Quick Win Mandafory, tahun 2020 dan maksimal 2021
penyederhanaan birokrasi wajib menjadi Quick Wins Pemerintah Daerah,
Quick Win lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh TREN dan UFRBEN.
Sedangkan Quick Win Mandiri ditetapkan sesuai dengan kebutuhan

e
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organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis dan ketersediaan
sumber daya masing-masing pemerintah daerah.

Tabel 13
QUICK WIN MANDATORY
No. Quick Win Mandatory Target raallsas?‘
1. | Pembangunan Mall Pelayanan Publik ' 2021 ‘
| 2. | Penyederhanaan Birokrasi 2021
Tabel 14
QUICK WIN MANDIRI
No. | Quick Win Mandiri Target realisasi |
Penyusunan peta proses bisnis 2021- 2026
7 | Implementasi TNDE (Aplikasi Srikandi dan 2021-2026
e-Signature)
3. | Integrasi aplikasi perencanaan, keuangan, 2021-2026
evaluasi dan pelaporan
Penataan SOTK 2021-2028
i Pembangunan Zona Integritas 2021-2026
8. | Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik. 2021-2026

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026

2026

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik,

maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk
tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar
seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan
jadwal yang telah ditentukan. Tim dimaksud terdiri dari Tim Pengarah
dan Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Tim pengarah Reformasi Birokrasi bertugas memberikan arahan

kepada Tim Pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi. Sedangkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas
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melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta
pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal,

terdiri darl:

a. | Ketua - | Bupati.

b."| Wakil ketua | Wakil Bupati ' |
c. | Sekretaris - | Sekretaris Daerah

d. | Angpota - | Staf Ahli Bupati E

2 Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal,

terdiri dari
[ a. | Ketua . | Sekretaris Daerah
Sekretaris | Kepala Bagian Organisasi
c. | Ketua Pokja - | Asisten Sekretaris Daerah
d. | Anggota | Gekretaris Perangkat
Daerah, Pejabat
f Administrasi dan Pelaksana.
r

Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana di Tingkat Perangkat
Daerah menyesuaikan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat
Daerah.

Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah beserta jajaran
Perangkat Daerah di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah:
Merumuskan Foad Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi  di
lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Dalam Road Map
ini memuat:

1. Rencana kerja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana
aksi tahunan yang selaras dengan Road Map Nasional 2020-2024
serta Rencana Strategis (RPJMD dan Renstra PD);

2 Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Pemerintah
Daerah dan Perangkat Daerah yang sesuai dengan tingkat kemajuan
Reformasi Birokrasi serta isu-isu satrategis setiap perangkat daerah
dan UPTD;

3. Tim memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah; dan

4. Agen perubahan (Reform the Reformers).

e
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5. Melaksanakan Road Map - Reformasi Birokrasi dan program-
program priortas di tingkat pemerintah daerah serta perangkat
daerah;

6, Menjaga kesinambungan program-program yang telah benalan
dengan baik;

7. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah dan
Perangkat Daerahnya,

8. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target
yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.
Selain itu, untuk memasfikan bahwa program Reformasi Birokrasi
internal Pemerintah Daerah berjalan secara masif dan dilaksanakan
sampai perangkal daerah, maka diperlukan keterlibatan aktif dari
setiap pimpinan perangkat daerah sehingga program Reformasi
Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.

B. PELAKSANA REFORMASI BIRDKRASI

Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada
Pemerintah Kabupaten Kendal dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah,
Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi
Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua
Perangkal Daerah. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di intemal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah
Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program-program dan rencana
aksi serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai
dengan yang diharapkan.

Gambar 11
PELAKSANA REFORMASI
BIROKRASI

INSPEKTORAT IMPLEMENTAS!
SEKRETARIS iy
MAERA

DAERAH n—

Ak

SEKKETARIAL

Dk LA




C. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.
Untuk mewujudkan sasaran penilaian pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, dilakukan melalui pelaksanaan dan evaluasi terhadap:
a. komponen pengungkit, dan
b. komponen hasil,
Unsur komponen pengungkit dan sasaran Reformasi Birokrasi sebagai
hasil, dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam
Road Map - Reformasi Birokrasi 2021-2026 merupakan proses yang
menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran
pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel,
serta pelayanan publik yang prima.
Komponen pengungkit dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Kendal melalui pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi
Birokrasi, yaitu:
a. manajemen perubahan,
b. penguatan sistem pengawasan;

panguatan akuntabilitas kinerja;

penguatan kelembagaan;

penguatan tatalaksana,

- e o

penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil
negara,

q. penguatan peraturan perundang-undangan; dan

h. peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan komponen hasil, diukur melalui indikator keberhasilan meliputi:

a. nilai akuntabilitas kinerja;

b. survei internal integritas organisasi,

c. survei ekstemnal perseps! korupsi;

d. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Kendal, dan

e. survei eksternal pelayanan publik.
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D. RENCANA AKSI

Agar lebih meningkatkan kualitas dan penataan birokrasi serta

mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kendal, terdapat beberapa hal yang masih perlu
disempurnakan yaitu:

1.

Mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birckrasi internal melaiul
pertemuan secara berkala membahas kemajuan reformasi
birokrasi, serta mengkomunikasikan dan memastikan penerapannya
sampai ke Perangkat Daerah;

Menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi yang menjawab isu-isu
strategis terkait masalah Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat
Daerah;

Mengoptimalkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melakukannya secara berkala
untuk menilai perkembangan Reformasi Birokrasi di Pemerintah
Kabupaten Kendal,

Meningkatkan pengetahuan terhadap Assessor PMPRE Pemerintah
Kabupaten Kendal tentang kondisi ideal yang diharapkan pada
masing-masing areg pEl'l_.Et}HhE-n;

Mewujudkan budaya kerja positif dengan menugaskan agen
perubahan dengan target-target perubahan nyata pada masing-
masing unit kerja, serta melakukan monitoring danevaluasi berkala
atas keberhasilan agen perubahan;

Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan perubahan mindset
tarhadap para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal,

Melakukan identifikasi dan hamonisasi terhadap peraturan
perundang- undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta
melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian
penyusunan peraturan perundang- undangan secara berkala uniuk
menyampurnakan produk hukum yang dibentuk;

Melakukan evaluasi kelembagaan yang berfokus kepada pencapaian
kinerja yang akan dihasilkan;

Menyusun peta bisnis proses dari level instansi hingga unit kena
sehingga dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit

pe
e
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10.

11.

12.

13.

kerja serta melakukan monitoring dan evaluasi yang mengukur tingkat
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SOP,

Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen SDM antara lain
melakukan assessmen! pegawai secara menyeluruh, dan
menyempumakan ukuran kinerja individu yang mengacu kepada
kinerja organisasi dan dapat dijadikan dasar pemberian reward and
punishment,

Meningkatkan implementasi dan money atas penanganan
gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, Whistle
Blowing Sysfem dan benturan kepentingan;

Meningkatikan penerapan Zona Integritas menuju WBKWEBBM di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sehingga dapat semakin
mempercepat implementasi Reformasi Birokrasi;

Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik di tingkat Perangkat
Daerah dalam hal pemberian rewardfpunishment kepada pemben
layanan, melakukan inovasi layanan, menginformasikan hasil survey
eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuli hasil survei
eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai
rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan
untuk meningkatkan kualitas tayanan.

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka
dapat disusun Rencana Aksi Road Map - RB Kabupaten Kendal 2021 — 2026
sebagaimana pada Tabel 15

Hoad Map Kebupaten Kendal Tahun 2021-2026
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E. MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam
tingkatan lingkup Pemerintah Daerah serta lingkup Perangkat Laerah.

Manitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang

dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai

dengan jadwal, target-target. dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung

dikoreksi pada saat program/kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan,

sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah
ditentukan. Monitoring  dilakukan melalui beberapa media sebagai
berikut:

1, Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi
Kabupaten Kendal untuk memantau perkembangan Reformasi
Birokrasi sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam Road Map
Reformasi Birokrasi ini

2. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
Kabupaten Kendal untuk memantau perkembangan Reformasi
Birokrasi pada setiap perangkat daerah agar konsisten dengan Road
Map dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari
monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.

3. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
P erangkat Daerah untuk:

a Membahas kemajuan, hambatan vyang dihadapi, dan
penyesuaian yang periu dilakukan untuk merespon
permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis,

b. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi
sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;

c. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti
korupsi;

d. Pertemmuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat
yang kemudian hasiinya dilaporkan ke Unit Pengelola
Reformasi Birokrasi nasional

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi level pemerintah
daerah, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi
dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan
2
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pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalul beberapa

tahapan mulai dari Pemerintah Daerah sampai pada tingkat Perangkat

Daerah, zebagai berikut:

a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Tim Pelaksana
Reformasi Birokasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan
Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan
yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada
enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak teradi
permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon
perkembangan lingkungan strategis. Ewvaluasi dilakukan secara
menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan.

b. Evaluasi tahunan di setiap ftingkat pemerintah daerah yang
dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi,
Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan
keputusan dapat diperoleh dari:

1)  Hasil-hasil monitoring;

2)  Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;

3) Pengukuran farget-target kegiatan Reformasi Birokrasi
sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;

4) Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh
Inspektorat/Pengawas Internal. Hasil evaluasi diharapkan dapat
secara fterus menerus memberikan masukan terhadap
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap

perangkat daerah dapat menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi

perangkat daerah terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. PENDANAAN

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Road Map harus
mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal
ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam Road Map mampu dibiayai
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disamping
APBD bagi pemerintah daerah, pos Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana
Alokasi Umum (DALY untuk Reformasi Birokrasi yang diberikan adalah
berdasarkan implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah.

Rood Map Kobupaten Kendal Tohuwn 2021-2026



G. SINKRONISASI ROAD MAF DENGAN RENCANA STRATEGIS

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan
Reformasi Birckrasi di setiap lini, maka penting bagi Pemerintah
Kabupaten Kendal untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi
dengan program dalam RPJMD Kabupaten Kendal dan Rensira Perangkat
Daerah Tahun 2021-2026. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol
pelaksanaannya baik oleh Perangkat Daerah yang berperan dan
bertanggung jawab di level makro, meso, hingga mikro.

Rood Map Kobupaten Kendal Tahun 2021-2026



BAB VI
PENUTUP

Pemernntahan Daerah memiliki peran penting dalam pembangunan
negara, oleh karenanya periu upaya serta terobosan untuk mealahirkan
penyelenggara negara yang mampu membawa perubahan. Salah salunya
dengan melaksanakan Reformas: Birokrasi di daerah dengan fokus seperti
manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan arganisasi, penataan
tatalaksana, penatsan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan
pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemenntah Dasrah
harus menghadirkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan
demikian program yang dijalankan dapat dirasakan manfaatnya bagi
masyarakal. Pemerintah Daerah Udak lag hanya memikitkan ssrapan
anggaran, namun yang harus difikirkan adalah pelaksanaan program dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat Pemerintah Daerah memiliki paran penting
sabagai penentu arah tujuan pembangunan yang ingin dicapal oleh kargna itu
Pemerintah Daerah harus berinovasi, melahirkan terobosan yang berdampak
kepada perbaikan kualtas pelayanan publik

Jika penyelenggara negara menerapkan tata kelola pemerintiahan yang
paik dan pelayanan publiknya berorientasi pada kesegjahteraan publik, maka
kecenderungannya akhvitas ekonomi daerah akan berkembang sangat bingg
Jika penyelenggara kemudian mendorong aktivitas ekonori daerah melaju,
maka pembangunan dan kesejahteraan publik relatif akan meningkat Oleh
karenanya, upaya Reformasi Birokrasi diyakini akan membawa dampak bagi
kemajuan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi
Birokrasi merupakan itanggungjawab segenap elemen pemennlahan, dan
harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh  penyelenggara
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, tanpa kecual
dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Visi Iindonesia Maju
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